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BAB V 

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI 

 

A. Pendapat hukum  

 

          Dalam kasus pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh PT 

Semen Kupang terhadap Hussein Ibrahim Molle tanpa disertai adanya pemberian 

kompensasi tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 

13 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang 

Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan 

Hubungan Kerja. Dalam ketentuan undang-undang terjadinya hal pemutusan 

hubungan kerja oleh perusahaan wajib diberikan kompensasi kepada pekerja/buruh 

agar haknya terpenuhi.  

Alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan didasarkan efisiensi 

perusahaan yang merujuk pada Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, karyawan berhak atas kompensasi berupa 

uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan 

masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian 

hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).  

Langkah hukum pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Kupang 

merupakan langkah yang tepat dengan didasari pada alasan upaya bipartit dalam 

rangka perundingan untuk mencapai mufakat gagal dan tidak menghasilkan 
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kesepakatan, disamping itu upaya konsultasi mengalami kegagalan dan upaya 

permohonan mediasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa 

Tenggara Timur tidak membuahkan hasil, atas ketiga upaya yang telah dilakukan 

maka upaya terakhir sebagai upaya untuk menyelesaikkan pemutusan hubungan 

kerja adalah melalui gugatan ke Pengadilan Negeri Kupang. Langkah yang 

dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tentang 

Ketenagakerjaan.  

B. Rekomendasi  

Berdasarkan uraian fakta hukum serta analisis kasus dikaitkan dengan bahan 

hukum yang ada,ada maka penulis memberi rekomendasi hukum sebagai berikut :  

Hak pekerja/buruh atas kompensasi pemutusan hubungan kerja yang harus 

diberikan oleh PT. Semen Kupang adalah berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yaitu uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan 

Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 

ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). Untuk jumlah 

yang diterima oleh pekerja/buruh adalah masing-masing sesuai dengan lama masa 

bekerjanya seorang pekerja/buruh. Lalu bila menggunakan Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang selanjutnya di lebih di jabarkan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan 

Kerja, Pasal 43 ayat (1) sebagai dasarnya, maka setiap pekerja/buruh akan menerima 

kompensasi pemutusan hubungan kerja yang berbedabeda nominalnya, sesuai 

dengan lama masa bekerja pekerja/buruh tersebut di PT.  Semen Kupang.  
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